PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO. 18 2008 SERI. C

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI JASA PELAYANAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
produksi dan pelayanan terhadap pelaku usaha
industri kecil menengah di Jawa Barat, perlu di
dukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai;

http://www.bphn.go.id/



NO. 18

2008 SERI. C

Mengingat

b. bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki

o 1.

dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
selama ini telah dimanfaatkan oleh pelaku
usaha industri kecil menengah, dan memiliki
potensi untuk peningkatan sumber
pendapatan dan pelayanan;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Retribusi Jasa Pelayanan Industri Kecil
Menengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4052);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);
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10.

11.

12.

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
3 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 15);
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